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ABSTRAK 

EFEKTIVIRAS PROGRAM SAMSAT KELILING DALAM 

RANGKA MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK 

KENDARAAN BERMOTOR DI UPT KOTA PINANG 

Oleh: 

JENNI PURNAMA LUBIS  

1603100086 

 

 Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak yang 

pendapatannya cukup besar, maka dari itu Samsat UPT Kota Pinang melakukan 

program samsat keliling agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak 

kendaraan bermotor. Dipilihnya program samsat keliling sebagai objek penelitian 

dikarenakan program ini merupakan salah satu program yang sedang berjalan di 

Samsat UPT Kota Pinang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas 

program samsat keliling dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak 

kendaraan bermotor. Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif 

dengan analisis data kualitatif dan teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah teknik wawancara. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Samsat Keliling Dalam 

Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Kota 

Pinang sudah berjalan dengan efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya 

faktor pendukung dalam pelaksanaan program samsat keliling. Faktor 

pendukungnya adalah hari atau jadwal yang ditetapkan dan lokasi yang dipilih 

sangat strategis dan faktor penghambatnya adalah waktu atau jam yang 

ditetapkan, masyarakat beranggapan tidak adanya transparansi terhadap 

penggunaan uang pajak dan jaringan yang tidak lancar. Simpulan dari penelitian 

ini adalah: a) Kantor Samsat UPT Kota Pinang sudah melakukan tahapan 

penyusunan program samsat keliling dengan cepat dan baik, b. memiliki kriteria 

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, c) memiliki ukuran yang jelas dalam 

efektivitas program samsat keliling, d)  memiliki objek pajak kendaraan bermotor 

sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. 

 

Kata Kunci: Efektivitas, Program, Efektivitas Program, Efektivitas Program 

Kerja, Kepatuhan, Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Kendaraan Bermotor. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Pajak merupakan sumber penghasilan penting negara yang berasal dari 

rakyat, maka pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu 

kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya untuk mewujudkan sebuah 

kenaikan pendapatan negara. 

 Dari sekian banyaknya pajak daerah, salah satu pajak yang sumber 

pendapatannya cukup besar adalah pajak kendaraan bermotor. Seperti yang 

telah diatur di Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak 

daerah. Definisi pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan 

dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. 

 Peraturan pelayanan dalam membayar pajak kendaraan bermotor 

merupakan tugas dari  organisasi publik atau pemerintah. Berbicara tentang 

organisasi pelayanan publik tersebut, salah satu wadah atau organisasi publik 

yang berhubungan langsung dalam pelayanan pembayaran pajak kendaraan 

bermotor adalah kantor bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap. 

Setiap tahunnya samsat selalu membuat inovasi dalam memberikan pelayanan 

dengan mengikuti perkembangan yang semakin meningkat. 

 Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Sistem Administrasi 
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Menunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor yang bertujuan sesuai dengan Pasal 

2 adalah memberikan pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, 

pembayaran pajak atas kendaraan bermotor, dan sumbangan wajib dana 

kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi 

dengan cepat, tepat, transparan, akuntabel dan informatif. 

 Pada jaman dahulu, pembayaran pembayaran pajak kendaraan bermotor 

dilakukan di kantor masing-masing instansi yaitu polri, dinas pendapatan 

provinsi, jasa raharja, dan Bank Jabar Banten. Proses pembayaran pajak tersebut 

dirasakan sebagai proses yang rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Oleh 

karena itu, berdasarkan keputusan pemerintah, sejak tahun 1974-1976 dilakukan 

uji coba pembayaran pajak kendaraan bermotor dilakukan di satu gedung yang 

dinamakan kantor bersama samsat. Dengan adanya kantor samsat diharapkan 

dapat mempermudah wajib pajak dalam mebayar pajak kendaraan bermotor. 

 Hingga saat ini pelayanan organisasi publik khusus kantor bersama samsat 

sudah melakukan perubahan agar memuaskan wajib pajak. Pelayanan 

pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor samsat saat ini jauh lebih baik 

dibanding sebelumnya, karena proses pembayaran pajak kendaraan bermotor 

tersebut hanya membutuhkan waktu cukup 20-30 menit dan tidak perlu 

mendatangi kantor masing-masing instansi.  

 Banyaknya wajib pajak sebagai pemilik kendaraan bermotor yang membuat 

pelayanan samsat menjadi tidak efektif dan efisien. Oleh karena itu pemerintah 

merancang suatu inovasi baru untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat dalam 



3 
 

 

 

segi pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Samsat keliling harus 

semakin kompetitif untuk memberi pelayanan prima kepada kepada wajib pajak 

kendaraan bermotor. Seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan 

masyarakat, maka dari itu pemerintah menyediakan pelayanan mudah, cepat, 

dan biaya rasional yang relatif murah. Selain itu dengan adanya pelayanan Ini 

merupakan cara terbaik dalam memberikan tingkat kepuasan kepada wajib 

pajak kendaraan bermotor. 

 Sejatinya jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat setiap tahunnya 

yang tentunya akan membuat Pendapatan Asli Daerah meningkat dari sektor 

Pajak Kendaraan Bermotor, jumlah pertumbuhan kendaraan bermotor juga 

harus diikuti oleh kepatuhan membayar pajak. Agar pendapatan pajak 

kendaraan bermotor meningkat, maka pemerintah membuat program samsat 

keliling dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Di 

UPT Kota Pinang, program samsat keliling mulai dilakukan pada tahun 18 Mei 

2016. Dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor kembali kepada kesadaran 

masyarakat. Tentunya jika masyarakat patuh dalam membayar pajak, maka 

manfaatnya juga akan dirasakan oleh masyarakat. 
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 Tabel 1.1 Total Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di UPT Kota 

Pinang 

Tahun Target Realisasi Persentase 

Realisasi 

2014 Rp.13.541.219.248 Rp.14.330.881.602 105,8% 

2015 Rp.14.718.004.117 Rp.14.068.350.388 95,8% 

2016 Rp.15.119.256.162 Rp.14.586.758.853 96,47% 

2017 Rp.14.651.029.300 Rp.15.685.289.390 107,05% 

Sumber Data Wawancara Tahun 2020  

 Berdasarkan Tabel di atas maka dapat dapat diketahui persentase 

penerimaan pajak kendaraan bermotor di UPT Kota Pinang mengalami 

penurunan setiap tahunnya. Pada Tahun 2014-2015 persentase realisasi 

mengalami penurunan hingga 10%. Target pada tahun 2017 juga mengalami 

penurunan. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa faktor pendukung dan 

faktor penghambat dalam pelaksanaan program samsat keliling. Adapun yang 

menjadi faktor pendukungnya adalah jadwal/hari yang ditetapkan dan lokasi 

yang dipilih sangat strategis. Sedangkan yang menjadi faktor penghambatnya 

adalah waktu/jam yang ditetapkan, masyarakat beranggap tidak adanya 

transparansi terhadap penggunaan uang pajak dan jaringan yang terkadang 

memperlambat proses pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor.  

 Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, mengingat pentingnya program 

Samsat dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, 
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penulis tertarik untuk lebih jauh meneliti sehingga judul penelitian yang diambil 

adalah “Efektivitas Program Samsat Keliling dalam Rangka Meningkatkan 

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di UPT Kota Pinang”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Agar peneliti dapat dilaksanakan dengan sebaik baiknya maka harus 

dirumuskan masalahnya terlebih dahulu apa yang menjadi masalahnya terlebih 

dahulu.apa yang menjadi masalahnya sehingga jelas dari mana yang harus 

dimulai.  Perumusan maslah dilakukan agar peneliti mengetahui arah batasan 

penelitian serta pokok yang akan dibahas dalam suatu peneltian.  

 Berkaitan dengan diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah Bagaimanakah Efektivitas Program Samsat Keliling dalam 

Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor UPT di Kota 

Pinang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Setiap penelitian haruslah mempunyai arah dan tujuan yang jelas, tanpa 

adanya tujuan yang jelas maka penelitian yang dilakukan tidak akan mencapai 

sasaran sebagaimana yang diharapkan. Selaras dengan perumusan masalah yang 

peneliti kemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini 

adalah Untuk mengetahui Efektivitas Program Samsat Keliling dalam Rangka 

Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Kota Pinang. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

 Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

a. Memberikan kesempatan bagi penulis untuk lebih memperdalam 

pengetahuan yang berkaitan dengan efektivitas program samsat keliling 

dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di 

UPT Kota Pinang. 

b. Menjadi sumber informasi dan referensi bagi peneliti lain yang juga 

melakukan dengan judul penelitian yang bersangkutan khususnya di 

bidang ilmu administrasi negara.  

c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada samsat 

keliling dalam melakukan program samsat keliling dalam rangka 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di desa 

Sidodadi. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I: PENDAHULUAN 

 Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan 

dan Manfaat Masalah. 

BAB II: URAIAN TEORITIS 

 Pada bab ini menguraikan teori-teori yang melandasi penelitian. Teori-

teori yang diuraikan antara lain: efektivitas, program, efektivitas program, samsat 

keliling, kepatuhan wajib pajak, pajak kendaraan bermotor. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

 Pada bab ini berisi tentang jenis penelitian, kerangka konsep, defenisi 

konsep, kategorisasi, informan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, 

waktu dan lokasi penelitian 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

 Bab ini memuat tentang penyajian dan hasil pengamatan dari jawaban 

narasumber. 

BAB V: PENUTUP 

 Pada bab ini membuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang 

diteliti. 
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BAB II 

URAIAN TEORITIS 

2.1 Efektivitas  

 Menurut Bungkaes (2013:46), efektivitas adalah hubungan antara output 

dan tujuan. Efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, prosedur 

dari organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam pengertian teoritis atau 

praktis, tidak ada persetujuan yang universal mengenai apa yang dimaksud 

dengan “Efektivitas”. Bagaimana definisi efektivitas berkaitan dengan pendekatan 

umum. Bila ditelusuri efektivitas berasal dari kata dasar efektif yang artinya : (1) 

ada efeknya (pengaruhnya, akibatnya, kesannya) seperti: manjur; mujarab; 

mempan; (2) penggunaan metode/cara,sarana/alat dalam melaksanakan aktivitas 

sehingga berhasil guna (mencapai hasil yang optimal). 

 Menurut Susanto (2005:156), efektivitas merupakan daya pesan untuk 

mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi. 

Menurut pengertian tersebut, efektivitas bisa diartikan sebagai suatu pengukuran 

akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang. 

Menurut Mahmudi (2015:86), efektivitas merupakan hubungan antara output 

dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan maka 

semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada 

input dan efesiensi pada output atau proses maka efektivitas berfokus pada  
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outcome (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila 

output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan. 

 Berdasarka`n beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat 

disimpulkan bahwa efektivitas adalah hubungan antara output dan prosedur 

dengan tujuan yang telah di rencanakan sebelumnya dan berfokus pada hasil, 

dimana kegiatan dapat dikatakan berhasil apabila tujuan yang direncanakan sesuai 

dengan yang diharapkan. 

2.1.1 Aspek-aspek efektivitas 

 Aspek-aspek efektivitas berdasarkan pendapat Muasaroh (2010: 13), 

efektivitas dapat dijelaskan bahwa efektivitas suatu program dapat dilihat dari 

aspek-aspek antara lain: (1) aspek tugas atau fungsi, yaitu lembaga dikatakan 

efektivitas jika melaksanakan tugas atau fungsinya, begitu juga suatu program 

pembelajaran akan efektiv jika tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan dengan 

baik dan peserta didik belajar dengan baik; (2) aspek rencana atau program, yang 

dimaksud dengan rencana atau program disini adalah rencana pembelajaran yang 

terprogram, jika seluruh rencana dapat dilaksanakan maka rencana atau progarm 

dikatakan efektif; (3) aspek ketentuan dan peraturan, efektivitas suatu program 

juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam 

rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatannya. Aspek ini mencakup aturan-

aturan baik yang berhubungan dengan guru maupun yang berhubungan dengan 

peserta didik, jika aturan ini dilaksanakan dengan baik berarti ketentuan atau 

aturan telah berlaku secara efektif; dan (4) aspek tujuan atau kondisi ideal, suatu 
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program kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal 

program tersebut dapat dicapai. Penilaian aspek ini dapat dilihat dari prestasi yang 

dicapai oleh peserta didik. 

2.1.2 Indikator Efektivitas 

 Adapun yang menjadi indikator efektivitas organisasi menurut Sutrisno 

(2010:149), yaitu: 1) produksi, produksi barang maupun jasa menggambarkan 

kemampuan organisasi untuk memproduksi barang ataupun jasa yang sesuai 

dengan permintaan lingkungannya; 2) efisiensi, agar organisasi bisa survival perlu 

memperhatikan efisiensi. Efisiensi diartikan sebagai perbandingan antara keluaran 

dengan masukan; 3) kepuasan, banyak manager berorientasi pada sikap untuk 

dapat menunjukkan sampai berapa jauh organisasi dapat memenuhi kebutuhan 

para karyawannya, sehingga mereka merasakan kepuasannya dalam bekerja; 4) 

adaptasi, kemampuan adaptasi adalah sampai seberapa jauh organisasi mampu 

menterjemahkan perubahan-perubahan intern dan ekstern yang ada, kemudian 

akan ditanggapi oleh organisasi yang bersangkutan; 5)perkembangan, 

perkembangan merupakan suatu fase setelah kelangsungan hidup terus (survive) 

dalam jangka panjang. Untuk itu organisasi harus mampu memperluas 

kemampuannya, sehingga mampu berkembang dengan baik dan sekaligus akan 

dapat melewati fase kelangsungan hidupnya. 

2.2 Program 

 Menurut Binanto (2009:1), program merupakan himpunan atau kumpulan 

instruksi tertulis yang dibuat oleh programmer atau sesuatu bagian executable dari 
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suatu software.  Menurut Yulikuspartono (2009:29), program merupakan 

sederetan instruksi atau statement dalam bahasa yang dimengerti oleh kompter 

yang bersangkutan. Menurut Sugyono (2005:21), program adalah suatu rangkaian 

instruksi-instruksi dalam bahasa komputer yang disusun secara logis dan 

sistematis. Berdasarkan beberapa pendapat di atas mengenai program, dapat 

disimpulkan bahwa program adalah sekumpulam instruksi yang dapat dipahami 

komputer yang disusun secara logis dan sistematis. 

 Menurut Munir (2011:13), bahasa pemrograman dibagi menjadi empat 

tingkatan, yaitu: (1) bahasa mesin, bahasa pemrograman yang hanya dapat 

dimengerti oleh mesin komputer yang didalamnya terdapat central processing unit 

yang hanya mengenal dua keadaan yang berlawanan, yaitu: a) bila terjadi kontak 

atau ada arus bernilai 1, b) bila tidak terjadi atau arus bernilai 0; (2) bahasa tingkat 

rendah, karena banyak keterbatasan yang dimiliki bahasa mesin maka dibuatklah 

simbol yang mudah diingat yang disebut dengan mneomonic (pembantu untuk 

mengingat); (3) bahasa tingkat menengah, bahasa pemrograman yang 

menggunakan aturan-aturan gramatikal dalam penulisan pernyataannya, mudah 

untuk dipahami, dan memiliki instruksi-instruksi tertentu yang dapat langsung 

diakses oleh komputer; (4) bahasa tingkat tinggi, bahasa pemrograman yang 

dalam penulisan pernyataannya mudah dipahami secara langsung 

2.3 Efektivitas Program 

 Menurut Handoko (2001:44), efektivitas merupakan kemampuan untuk 

memilih tujuan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut 
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Martoyo (2002:4), efektivitas adalah suatu kondisi atau keadaan dimana dalam 

memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan, 

disertai dengan kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang 

diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan. 

 Menurut Handayaningrat (2002:16). Efektivitas adalah pengukuran dalam 

arti tercapainya sasaran yaitu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 

Berdasarkan pengertian efektivitas menerut beberapa ahli diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan dimana jika ingin mencapai 

tujuan yang ditetapkan, maka harus memilih tujuan yang tepat yang disertai 

dengan kemampuan yang dimiliki adalah tepat. 

 Menurut Westra (1989:236), program adalah rumusan yang membuat 

gambaran pekerjaan yang akan dilaksanakan beserta petunjuk cara-cara 

pelaksanaannya. Secara konseptual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

program diartikan sebagai rancangan mengenai asas serta usaha yang akan 

dijalankan oleh seseorang atau suatu kelompok tertentu.  Menurut Shelly dan 

Vermaat (2012:664), program komputer adalah sekumpulan perintah yang 

memberitahukan komputer bagaimana mengerjakan tugas-tugasnya. Berdasarkan 

pengertian program menurut beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

program adalah suatu rancangan yang berisi petunjuk cara pelaksanaannya yang 

akan dijalankan oleh seseorang atau suatu kelompok.. Berdasarkan pengertian 

efektivitas dan pengertian program diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

efektifitas program adalah kemampuan dalam memilih tujuan yang ditentukan 
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sebelumnya dengan membuat gambaran pekerjaan yang akan dilakukan oleh 

seseorang atau kelompok. 

2.3.1Ukuran Efektivitas Program 

 Budiani (2007:53) menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas suatu 

program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut: 

(a) ketetapan sasaran program, yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan 

sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya; (b) sosialisasi program, yaitu 

kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program 

sehingga mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat 

pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya; (c) pencapaian 

tujuan program, yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program 

dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya; (d) pemantauan 

program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai 

bentuk perhatian kepada peserta program. 

2.4 Efektivitas Program Kerja 

Menurut Gie (2007:2), efektivitas mengandung arti terjadinya efek atau 

akibat yang dikehendaki. Jadi perubahan seseorang yang efektif ialah perubahan 

yang menimbulkan akibat sebagimana dikehendaki oleh orang itu. Setiap 

pekerjaan yang efesien tentu berarti efektif juga, karena dilihat dari segi usaha, 

hasil yang dikehendaki telah tercapai dan bahkan penggunaan unsur minimal. 

Menurut Susanto (1975:156), efektivitas merupakan daya pesan untuk 

mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi. 
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Menurut pengertian Susanto tersebut, efektivitas bisa diartikan sebagai suatu 

pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara 

matang. Menurut Effendy (1989:14), indikator efektivitas adalah tercapainya 

sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah 

pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa ang telah 

direncanakan. 

Menurut Kurniawan (2005:109), efektivitas adalah kemampuan 

melaksanakan tugas, fungsi (operasional kegiatan program atau misi) dari pada 

suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketergantungan 

diantara pelaksananya. Menurut Schemerhon (1986:35), efektivitas adalah 

pencapaian target output yang diukur dengan cara membandingkan output 

anggaran atau seharusnya (OA) dengan output realisasi atau sesungguhnya (OS), 

jika (AO) > (OS) disebut efektif. Jadi dapat disimpulkan berdasarkan pendapat 

para ahli di atas efektivitas dapat diartikan sebagai tolak ukur berhasil atau 

tidaknya tujun-tujuan yang telah ditentukan dan sesuai dengan apa yang menjadi 

sasarannya. 

 Menurut Umar (2009:65), program kerja merupakan kegiatan atau proses 

membuat rencana yang kelak dipakai perusahaan dalam rangka melaksanakan 

pencapaian tujuannya. Menurut Jaya (1999:116), program kerja adalah suatu 

proses yang diorganisasi dan dilaksanakan secara sistematis dengan menggunakan 

pengetahuan yang ada sesuai keputusan yang telah ditetapkan bersama. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan program kerja 
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adalah suatu proses membuat rencana secara sistematis dengan keputusan yang 

telah ditetapkan bersama untuk melaksanakan pencapaian tujuan. 

 Berdasarkan kesimpulan mengenai efektivitas dan program kerja yang ada 

di atas, maka dapat dikatakan bawa efektivitas program kerja adalah tolak ukur 

berhasil atau tidaknya tujun-tujuan telah direncanakan secara sistematis dengan 

keputusan yang telah ditetapkan bersama untuk melaksanakan pencapaian tujuan. 

2.4.1 Tahapan Penyusunan Program Kerja 

 Adapun yang menjadi tahapan penyusunan program kerja menurut 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional, yaitu: 1) identifikasi visi, misi dan sasaran strategis 

kementrian atau lembaga; 2) identifikasi kinerja K/L(impact), dan indikator 

kinerja K/L; 3) penyusunan indikator kinerja program (outcome); 4) penanaman 

program. 

2.5 Kepatuhan 

 Kepatuhan berasa dari kata patuh. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan 

dan berdisiplin. Menurut Taylor (2006:266), kepatuhan adalah permintaan orang 

lain, didefinisikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan 

berdasarkan keinginan orang lain atau melakukan apa-apa yang diminta oleh 

orang lain, kepatuhan mengacu pada perilaku yang terjadi sebagai respons 

terhadap permintaan langsung dan berasal dari pihak lain.  
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 Menurut Maradona (2009:39), kepatuhan terjadi ketikan seseorang 

menerima pengaruh tertentu karena ia berharap mendapatkan reaksi yang 

menyenangkan dari orang yang berkuasa atau kelompok. Tindakan tersebut hanya 

ketika diawasi oleh pihak yang berwenang. Berdasarkan pengertian kepatuhan 

menurut beberapa ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan adalah 

suatu tindakan yang dilakukan dengan taat kepada perintah yang dilakukan 

berdasarkan keinginan orang lain karena ia berharap dapat menyenangkan orang 

yang memberinya perintah. 

2.5.1Bentuk Kepatuhan 

  Sarwono dan Meinarno (2011:105) membagi kepatuhan dalam tiga 

bentuk perilaku, yaitu: a) konfromitas, yaitu individu mengubah sikap dan tingkah 

lakunya agar sesuai dengan cara melakukan tindakan yang sesuai dan diterima 

dengan tuntutan sosial; b) penerimaan, yaitu individu melakukan sesuatu atas 

permintaan orang lain yang diakui otoritasnya; c) ketaatan, yaitu individu 

melakukan tingkahlaku atas perintah orang lain. Seseorang mentaati dan 

mematuhi  permintaan orang lain untuk melakukan tingkahlaku karena ada unsur 

power. 
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2.5.2 Macam-macam Kepatuhan 

 Menurut  Rahayu (2010:138) ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal 

dan kepatuhan material: 1) kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib 

pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-

undang  Perpajakan; 2) kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib 

pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material 

perpajakan yakni, sesuai isi dan jiwa Undang-undang Perpajakan. Kepatuhan 

material dapat juga meliputi kepatuhan formal. 

2.6 Pajak 

 Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan 

Umum Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, pajak adalah pungut wajib, biasanya berupa uang yang 

harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau 

pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan 

sebagainya. Menurut Andriani (2011:2), pajak adalah iuran kepada negara (yang 

dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-

peraturan, dengan tidak mendapatkan profesi kembali, yang langsung dapat 

ditunjuk dan gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum 

berhubungan dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintahan. Berdasarkan 

pengertian pajak menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran 
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rakyat yang diberikan kepada negara berdasarkan undang-undang yang dapat 

dipaksakan pemungutannya yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. 

2.6.1 Fungsi Pajak 

 Terdapat dua fungsi pajak menurut Resmi (2014:3), yaitu sebagai berikut: 

a) fungsi budgetair (sumber keuangan negara), pajak merupakan salah satu 

sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun 

pembangunan; b) fungsi regularend (pengatur), pajak sebagai alat untuk mengatur 

atau melakukan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta 

mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan . 

2.6.2 Jenis Pajak 

 Menurut Resmi (2014:7), terdapat berbagai jenis pajak yang 

dikelompokkan menjadi tigas, yaitu menurut golongan , sifat dan lembaga 

pemungutnya, yaitu akan dijabarkan seperti dibawah ini: 

a. Menurut Golongan 

 Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu: a) pajak langsung, pajak yang 

harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat 

dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain; b) pajak tidak 

langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dilimpahkan kepada orang lain atau 

pihak ketiga. 
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b. Menurut Sifat 

 Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu: a) pajak subjektif, adalah pajak 

yang penggunaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan 

pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya, misalnya pajak penghasilan; b) 

pajak objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa 

benda, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban 

membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib 

pajak) maupun tempat tinggal, misalnya pajak pertambahan nilai. 

c. Menurut Lembaga Pemungutan 

 Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu: a) pajak negara, pajak yang 

dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga 

negara pada umumnya, misalnya PPh; b) pajak daerah, pajak yang dipungut oleh 

pemerintah daerah baik tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II 

(kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-

masing, misalnya pajak kendaraan bermotor. 

2.6.3 Tarif Pajak 

 Tarif pajak didefinisikan sebagai angka yang digunakan sebagai dasar 

pengenaan pajak, menurut Mardiasmo (2009:9) tarif pajak yaitu: 1) tarif 

sebanding atau proporsional yaitu tarif berupa persentase yang tetap, terhadap 

berapapun jumlah yang dikenai pajak sehungga besarnya pajak yang terutang 

proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak; 2) tarif pajak yang 

berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak 
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sehungga besarnya pajak yang terutang tetap; 3) tarif progresif yaitu persentase 

tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. 

Menurut kenaikan persentase tarifnya progresif dibagi menjadi tiga yaitu: a) tarif 

progresif, yaitu kenaikan persentase semakin besar, b) tarif progresif tetap, yaitu 

kenaikan persentase tetap, c) tarif progresif degresif, yaitu kenaikan persentase 

semakin kecil; 4) tarif degresif yaitu tarif yang digunakan semakin kecil bila 

jumlah yang dikenai pajak semakin besar. 

2.7 Kepatuhan Wajib Pajak 

 Definisi kepatuhan wajib pajak menurut Gunadi(2013:94)  adalah wajib 

pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai 

dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi 

seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun 

administrasi. 

 Adapun menurut Pandiangan (2014:245), kepatuhan wajib pajak dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan salah satu ukuran kinerja wajib 

pajak di bawah pengawasan direktorat jenderal pajak. Artinya, tinggi rendahnya 

kepatuhan wajib pajak akan menjadi dasar pertimbangan direktorat jendral pajak 

dalam melakukan pembinaan, pengawasan, pengelolaan, dan tindak lanjut 

terhadap wajib pajak. Misalnya apakah akan dilakukann himbauan atau konseling 

atau penelitian atau pemeriksaan dan lainnya seperti penyidikan terhadap wajib 

pajak. 
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 Menurut keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-213/PJ/2003 

Pasal 1, menyatakan bahwa wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan 

oleh direktorat jenderal pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu 

sebagaimana dimaksud dalam keputusan menteri keuangan nomor 

550/KMK.04/2000 tentang tata cara penetapan wajib pajak yang memenuhi 

kriteria tertentu dan penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan 

pembayaran pajak dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan 

pembayaran pajak. 

 Berdasarkan beberapa pendapat di atas mengenai kepatuhan wajib pajak, 

dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah kesediaan wajib pajak 

memenuhi kewajiban perpajakannya yang diawasi oleh direktorat jenderal pajak. 

2.7.1 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak 

 Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor.74/PMK.03/2012, 

bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah: a) tepat waktu dalam 

menyampaikan Surat pemberitahuan; b) tidak mempunyai tunggakan pajak untuk 

semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur; c) laporan 

Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lemabaga pengawasan keuangan 

pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-

turut; d) tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang 

perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tanpa dalam jangka waktu lima tahun terakhir. 
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2.7.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak 

 Adapun indikator pajak menurut Rahayu (2010:139) yaitu: a) wajib pajak 

yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar surat pemberitahuan  sesuai 

ketentuan; b) menyampaikan surat pemberitahuab  ke Kantor Pelayanan Pajak 

sebelum batas waktu terakhir. 

2.7.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak 

1. Faktor Kesadaran Masyarakat 

 Kesadaran pajak ini tidak sama dengan sikap patuh tanpa sikap kritis. 

Semakin rakyat maju akan semakin tinggi kesadaran pajaknya, namun di pihak 

lain rakyat akan semakin tinggi kritis, tapi bukan mengkritisi keberadaan pajak itu 

sendiri sebelumnya, melainkan kritis terhadap materi kebijakan di bidang 

perpajakannya, yakni tarif dan perluasan subjek dan objeknya. 

 Sampai kapanpun tidak akan pernah terjadi keadaan dimana seluruh rakyat 

akan memiliki kesadaran membayar pajak, pasti akan tersisa sebagian kecil yang 

tidak mau membayar pajak, sama dengan tidak pernah ada di negara manapun, 

kapanpun, semua rakyatnya memiliki kesadaran tinggi untuk tertib berlalulintas, 

pasti ada saja yang masih selalu melanggar atau melawan hukum. Atas 

pelanggaran ini pasti dikenakan sanksi sebagai hukumannya. Namun secara 

normatif tidak etis dilakukan generalisasi bahwa orang membayar pajak motif 

utamanya menghindari sanksi atau hukuman. Sama dengan tidak etisnya jika 

menganggap setiap orang yang tertib berlalulintas sekedar karena takut pada 

polisi. 
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2. Faktor Petugas Pajak 

 Petugas pajak adalah pihak yang seharusnya menegakkan aturan 

perpajakan. Petugas pajak diharapkan simpatik, bersifat membantu, mudah 

dihubungkan dan bekerja jujur. Salah satu faktor yang mempengaruhi baik atau 

tidaknya motivasi wajib pajak dipengaruhi oleh sikap petugas pajak, dimana 

sesuai dengan peraturan yang berlaku bahwa setiap petugas pajak hendaknya 

harus mempunyai sikap jujur, bertanggungjawab, penuh pengertian, objektif, 

sopan dan tidak arogan, serta wajib menghindari diri dari perbuatan tercela. 

3. Faktor Hukum Pajak 

 Menurut Nurmantu (2003:68), hukum pajak merupakan kesulurah dari 

peraturan-peraturan yang meliputi kewenangan pemerintah untuk mengambil 

kekayaan seseorang dan menyerahkan dengan melalui kas negara. Menurut 

pengertian hukum, bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui hukum, 

termasuk hukum yang mengatur tentang masalah perpajakan. Untuk mengetahui 

pertauran perpajakan, diharapkan dari kegiatan kriminal dan bukan kriminal, dan 

kemudian memilih alternatif yang mempunyai penghasilan yang lebih besar. 

2.8 Pajak Kendaraan Bemotor 

 Menurut Djafar (2011:51), pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang 

bersifat objektif, bergantung pada objek yang dikenakan pajak yang berada dalam 

kepemilikan atau penguasaan wajib pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak kendaraan 

bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.  
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 Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2006 tentang 

Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor, kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua 

atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan 

digerakkan oleh peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber 

daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, 

termasuk alat-alat besar yang bergerak. Pajak kendaraan bermotor atau yang 

disingkat dengan PKB adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan 

kendaraan bermotor. Berdasarkan pengertian pajak menurut beberapa ahli 

tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pajak kendaraan bermotor adalah pajak 

yang objektif dimana dalam penguasaan kendaraan bermotor harus membayar 

pajak sesuai dengan yang telah ditentukan. 

 Adapun yang dikecualikan sebagai objek pajak kendaraan berdasarkan  

Udang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 3 Ayat 3 tentang pajak daerah 

adalah: a) kereta api; b) kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk 

keperluan pertahanan dan keamanan negara; c) kendaraan bermotor yang dimiliki 

atau dikuasai keduataan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asal timbal 

balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan 

pajak dari Pemerintah; d) objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan 

daerah.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 Penelitian ini akan menggunakan metode deskriptif dengan analisis data 

kualitatif, yaitu suatu penelitian konsteksual yang menjadikan manusia sebagai 

instrument dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dengan kaitannya dengan 

pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Alasan peneliti 

menggunakan metode deksriptif dengan analisis data kualitatif dikarenakan 

peneliti ingin mendeskripsikan keadaan yang akan diamati di lapangan dengan 

lebih spesifik, transparan, dan mendalam. Penelitian ini berusaha 

menggambarkan situasi sehingga data yang akan terkumpul bersifat deskriptif 

untuk mengidentifikasi program samsat keliling di UPT Kota Pinang. 
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3.2  Kerangka  Konsep 

Gambar 3.3.1 

 Kerangka Konsep Penelitian 
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3.3 Definisi Konsep 

 Konsep adalah sejumlah pengertian atau ciri-ciri yang berkaitan dengan 

peristiwa, objek, kondisi, situasi, dan hal-hal yang sejenisnya. Definisi konsep 

memiliki tujuan untuk merumuskan sejumlah pengertian yang digunakan secara 

mendasar dan menyamankan persepsi tentang apa yang akan diteliti serta 

menghindari alah pengertian yang dapat mengaburkan tujuan penelitian.  

 Konsep adalah satuan arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai 

ciri yang sama orang mewakili konsep mampu mengadakan abstraksi tehadap 

objek-objek yang dihadapi dalam kesadaran orang dalam bentuk representasi 

mental tak berperaga. Adapun yang menjadi konsep dalam penelitian ini dapat 

didefinisikan sebagai berikut : 

a. Efektivitas adalah hubungan antara output dan prosedur dengan tujuan 

yang telah di rencanakan sebelumnya dan berfokus pada hasil, dimana 

kegiatan dapat dikatakan berhasil apabila tujuan yang direncanakan sesuai 

dengan yang diharapkan. 

b. Program adalah sekumpulam instruksi yang dapat dipahami komputer 

yang disusun menjadi satu kesatuan prosedur untuk melakukan fungsi-

fungsi khusus. 

c. Efektifitas program adalah kemampuan dalam memilih tujuan yang 

ditentukan sebelumnya dengan membuat gambaran pekerjaan yang akan 

dilakukan oleh seseorang atau kelompok. 
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d. Efektivitas Program Kerja adalah tolak ukur berhasil atau tidaknya tujun-

tujuan telah direncanakan secara sistematis dengan keputusan yang telah 

ditetapkan bersama untuk melaksanakan pencapaian tujuan. 

e. Kepatuhan adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan taat kepada 

perintah yang dilakukan berdasarkan keinginan orang lain karena ia 

berharap dapat menyenangkan orang yang memberinya perintah. 

f. Pajak adalah iuran rakyat yang diberikan kepada negara berdasarkan 

undang-undang yang dapat dipaksakan pemungutannya yang digunakan 

untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

g. Kepatuhan Wajib Pajak adalah kesediaan wajib pajak memenuhi 

kewajiban perpajakannya yang diawasi oleh direktorat jenderal pajak. 

h. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan  dan/atau 

penguasaan kendaraan  bermotor. 

3.2 Kategorisasi Penelitian 

 Kategori menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel 

penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi 

penelitian  pendukung untuk analisis data variabel tersebut. 

 Adapun yang menjadi kategorisasi dalam penelitian ini antara lain 

yaitu:  

a. Adanya tahapan dalam penyusunan program samsat keliling 

b. Adanya kriteria kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor 

c. Adanya ukuran yang jelas dalam efektivitas program samsat keliling 

d. Adanya objek wajib pajak kendaraan bermotor 
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3.5 Informan Penelitian 

 Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang seseorang atau 

organisasi kepada sebuah agensi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

teknik purposive sampling dimana peneliti memilih key informan dan informan 

yang peneliti anggap mengetahui tentang permasalahan penelitian. Adapun yang 

menjadi informan dalam penelitian ini berjumlah 4 orang yaitu: 

a. Kepala UPT Samsat Keliling : Amirsyam, S.Sos 

b. Masyarakat  Pembayar Pajak : 1) Felix Edison, S.E 

       2) Janur Marbun 

       3) Rukmini 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan menggunakan teknik 

wawancara. Peneliti tidak melakukan partisipasi secara total dalam kehidupan 

objek penelitian selama berlangsungnya penelitian. Peneliti memfokuskan pada  

objek yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan teknik wawancara, peneliti  

menggali makna data dengan mengaitkan informasi yang diterima dengan 

konteks.  

3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis kategorisasi. Data yang didapat akan dipilah berdasarkan  kategori-

kategori yang ada dan tiap-tiap kategori diberikan kesimpulan, maka kesimpulan 

ini diambil dari kesimpulan-kesimpulan kategori. 
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3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian 

 Waktu yang dilakukan dalam penelitian ini dimulai dari bulan Desember 

2019 sampai dengan akhir Februari 2020. Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di 

Samsat UPT Kota Pinang yang diberi wewenang dalam melaksanakan pelayanan 

pembayaran pajak kendaraan bermotor. 

3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian 

3.9.1 Sejarah Ringkas Labuhanbatu Selatan 

       Kota Pinang adalah sebuah kecamatan sekaligus pusat pemerintahan 

Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatra Utara, Indonesia. Jarak kota ini adalah 

345 km dari kota Medan, ibu kota provinsi Sumatra Utara. Kabupaten 

Labuhanbatu Selatan merupakan salah satu kabupaten yang baru terbentuk pada 

tahun 2008 yang merupakan hasil pemekaran dari Labuhanbatu sesuai dengan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan 

Kabupaten Labuhanbatu Selatan berbatasan langsung dengan Provinsi Riau, 

sehingga wilayah ini memiliki potensi geografis karena dilalui oleh Jalur Lintas 

Timur Sumatera, yaitu mulai dari Batasan Aceh-Tanjung Pura-Binjai-Medan-

Lubuk Pakam-Sei Rampah-Tebing Tinggi-Indrapura-Limapuluh-Sei Bejangkar-

Kisaran-Simpang Kawat- Pulau Rakyat- Aek Kanopan-Rantauprapat-Simpang 

Kotapinang-Batas Riau. 

3.9.2 Sejarah Singkat Samsat UPT Kota Pinang 

        Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemilik kendaraan 

bermotor, maka oleh pemerintah dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama tiga 
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Menteri yaitu Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Keuangan dan Menteri 

Dalam Negri Nomor Kep/13/XII/1976, Kep/169/MK/12/1976 dan Tahun 1976 

tertanggal 28 september 1976, tentang pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Baru 

Pendaftaran Kendaraan Bermotor yang disebut “Sistem Administrasi Manunggal 

Satu Atap (On Line Under Room Operation)” dengan tujuan sebagai berikut: 

1) Sebagai usaha untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemilik 

kendaraan bermotor yang berdomisili di Provinsi Sumatera Utara; 2) 

Meningkatkan pendapatan Provinsi Sumatera Utara melalui penerimaan dari 

sektor PKB dan BBN-KB; 3) Meningkatkan pendapatan Provinsi Sumatera Utara 

melalui penerimaan Asuransi Kerugian Kecelakaan Jasa Raharja Cabang Utama 

Medan Sumatera Utara; 4) Sebagai usaha menyeragamkan tindakan, ketertiban 

dan kelancaran pengadaan administrasi kendaraan bermotor.  

SAMSAT merupakan singkatan dari “Sistem Administrasi Manunggal Satu 

Atap”, dibentuk pada tahun 1976. Kantor bersama SAMSAT Pangkalan Berandan 

berdiri sejak tahun 2007, tepatnya pada tanggal 1 Desember. Dalam 

operasionalisasi secara koordinatif dan integratif dilakukan oleh tiga instansi, 

yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang mempunyai fungsi 

dan wewenang di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, Dinas 

Pendapatan Provinsi di bidang pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 

dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dan PT. Jasa Raharja 

(Persero) yang berwenang dibidang penyampaian Sumbangan Wajib Dana 

Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Untuk memberikan kemudahan 

pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan registrasi kendaraan bermotor, 
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pembayaran pajak, dan SWDKLLJ itulah maka dibentuk Kantor Bersama 

SAMSAT.  

 Adapun wilayah kerja pelayanan SAMSAT Se-Sumatera Utara yaitu:  

1 SAMSAT Medan Utara 

2) SAMSAT Medan Selatan  

3. SAMSAT Binjai  

4. SAMSAT Stabat  

5. SAMSAT Pangkalan Berandan  

6. SAMSAT Lubuk Pakam  

7. SAMSAT Sei Rampah  

8. SAMSAT Tebing Tinggi  

9. SAMSAT Pematang Siantar  

10. SAMSAT Perdagangan  

11. SAMSAT Lima Puluh  

12. SAMSAT Kisaran  

13. SAMSAT Tanjung Balai  

14. SAMSAT Aek Kanopan  

15. SAMSAT Rantau Prapat  

16. SAMSAT Kota Pinang  

17. SAMSAT Kabanjahe  

18. SAMSAT Sidikalang  

19. SAMSAT Salak  

20. SAMSAT Balige  

21. SAMSAT Pangururan  

22. SAMSAT Dolok Sanggul  

23. SAMSAT Tarutung  

24. SAMSAT Sibolga  

25. SAMSAT Tapanuli Tengah  
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26. SAMSAT Barus  

27. SAMSAT Padang Sidempuan  

28. SAMSAT Tapanuli Selatan  

29. SAMSAT Gunung Tua  

30. SAMSAT Sibuhuan  

31. SAMSAT Panyabungan  

32. SAMSAT Natal  

33. SAMSAT Gunung Sitoli  

34. SAMSAT Teluk Dalam  
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3.9.3 Manfaat dan Persyaratan Samsat Keliling 

Manfaat pelayanan Samsat Keliling   

 Memberikan kemudahan kepada masyarakat (wajib pajak) dalam 

pengurusan pengesahan STNK setiap tahun, pembayarab PKB dan SWDKLLJ; b) 

mendekatkan pelayanan kepada masyarakat atau wajib pajak yang berdomisili 

jauh dari samsat induk sehingga dapat mengurangi biaya transportasi.  

Persyaratan pelayanan Samsat Keliling  

a) identitas pemilik yang sah;  

b) STNK asli;  

c) bukti pelunasan PKB dan SWDKLLJ (SKPD telah divalidasi) tahun terakhir. 

3.9.4 Visi, Misi dan Moto Samsat 

a. Visi 

 Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana Samsat  

harus dibawa dan harus diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap 

eksis, antisipatif, inovatif secara produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang 

tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan 

samsat. 

Penetapan visi samsat sangat penting sebagai sumber acuan pelaksanaan tugas 

yang diemban oleh seluruh jajaran pimpinan dan staf. Visi tersebut digali dari 

keyakinan dasar dan nilai-nilai yang dianut seluruh organisasi, dengan 
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mempertimbangkan faktor lingkungan sekitarnya. Berdasarkan hal tersebut, maka 

disusunlah visi samsat sebagai berikut: 

“Terwujudnya pelayanan prima berbasis teknolgi informasi menuju 

pemerintahan yang bersih” 

b. Misi 

 Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi 

pemerintah, sebagai pejabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi 

diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat 

mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam 

penyelenggaraan pemerintah negara. Terkait kewenangan yang dimiliki samsat 

dan memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan 

perkembangan lingkungan startegik untuk mewujudkan visi tersebut, samsat 

sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai, maka ditetapkan empat misi sebagai 

berikut: 

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; 

2. Meningkatkan sumber daya manusia; 

3. Meningkatkan identifikasi dan keamanan kepemilikan kendaraan 

bermotor; 

4. Meningkatkan penerimaan daerah dan pusat. 

c. Motto 
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 Moto merupakan sebuah kalimat ataupun kata yang dijadikan sebagai 

prinsip dan semboyan dalam kehidupan. Adapun yang menjadi motto samsat 

adalah sebagai berikut: 

“Bersama samsat kita wujudkan pelayanan prima” 

3.9.5 Tugas dan Fungsi  Samsat UPT Kota Pinang 

1) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, adalah merupakan unsur 

pendukung tugas membantu Gubernur, yang dipimpin oleh seoarang 

Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada 

Gubernur melalui Sekertaris Daerah. 

2) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi 

penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 

3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, menyelenggarakan fungsinya : 

a. Menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan 

pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dibidang 

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. 

b. Penyelenggaraan pengelola bahan/data penyempurnaan dan 

penyusunan kebijakan sesuai standar dalam urusan Pengelolaan 

Pajak Retribusi Daerah. 

c.    Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang Pengelolaan Pajak 

dan Retribusi Daerah. 
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d.   Bermotor dan Pajak Rokok.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan      

Gubernur, sesuai dengan tugas fungsinya. 

4) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) merupakan tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekertariat 

3 (tiga) Sub bagian dan 4 (empat) bidang,1 (satu) bidang mempunyai 3 

(tiga)sub bidang. 

5) Bagan Organisasi Samsat UPT Kota Pinang. 

3.9.6 Struktur Organisasi UPT Samsat 

 Agar dapat memberikan wewenang dan tanggung jawab yang seimbang 

maka perlu dibentuk struktur organisasi yang baik, sehingga tugas yang diberikan 

dapat dikerjakan secara efisien, sistematis, dan terkoordinis. Struktur organisasi 

dapat diartikan sebagai serangkaian hubungan antara individu dalam suatu 

kelompok. Struktur ini kemudian digambarkan dalam suatu bagan organisasi atau 

diagram. Diagram ini akan memperlihatkan garis-garis besar hubungan antara 

fungsi-fungsi dalam organisasi, arus tanggung jawab dan wewenang. Adapun 

struktur organisasi yang dimiliki sebagai berikut: 

 

Gambar 3.9.6 Bagan Struktur Organisasi Samsat UPT Kota Pinang 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Penyajian Data 

 Pada bab ini penulis akan menyajikan deskripsi dari data yang diperoleh 

melalui penelitian di lapangan melalui metode pengumpulan data yang telah 

disebutkan pada bab terdahulu. Demikian juga halnya permasalahan yang hendak 

dijawab dalam bab ini adalah bagaimana efektivitas program samsat keliling 

dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPT 

Kota Pinang. Dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab 

permasalahan secara mendalam, ada beberapa tahapan yang dilakukan penulis, 

yaitu: pertama, penelitian diawali dengan pengumpulan data serta gambar data 

dan berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dijawab. Kedua, 

penulis melakukan wawancara dengan 4 orang informan yang terdiri dari satu 

orang pegawai samsat di kantor samsat UPT Kota Pinang dan 3 orang masyarakat 

di Kota Pinang. 

 Wawancara dilakukan guna memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang 

penelti tentukan serta untuk memperoleh data-data yang mendukung dalam 

penelitian ini. Data-data tersebut berupa pernyataan dari informan mengenai 

permasalahan penelitian skripsi ini. Pengumpulan data dilakukan selama kurang 

lebih dua minggu. 
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Deskripsi Narasumber 

 Narasumber dalam penelitian terdiri dari pegawai kantor samsat UPT Kota 

Pinang dan masyarakat Kota Pinang. Adapun keadaan narasumber adalah sebagai 

berikut: 

1. Deskripsi Narasumber berdasarkan Jenis Kelamin 

 Deskripsi narasumber berdasarkan jenis kelamin akan dikelompokkan menjadi 

dua kelompok yaitu narasumber dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan 

pada tabel 4.2.1 berikut akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing kategori. 

Tabel 4.1.1 Deskripsi Narasumber berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 

1 Laki-laki 3 75% 

2 Perempuan 1 25% 

 Jumlah 4 100% 

Sumber Data Wawancara Tahun 2020  

 Berdasarkan tabel 4.1.1 di atas dapat kita lihat bahwa mayoritas 

narasumber yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 3 orang dan jenis kelamin 

perempuan berjumlah 1 orang. 
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2. Deskripsi Narasumber Menurut Umur 

 Deskripsi menurut umur dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok umur yaitu 

narasumber dengan umur 45-49 tahun, umur 50-55 tahun , dan narasumber 

dengan umur 56-60 tahun. Pada tabel 4.2 akan dijelaskan frekuensi untuk masing-

masing kategori umur sebagai berikut: 

Tabel 4.1.2 Deskripsi Narasumber Menurut Umur 

No Umur Frekuensi Persentase 

1 45-49 1 25% 

2 50-55 2 50% 

3 56-60 1 25% 

 Jumlah 4 100% 

Sumber Data Wawancara Tahun 2020  

 Berdasarkan tabel 4.1.2 di atas dapat kita lihat bahwa mayoritas 

narasumber yang berumur 45-49 Tahun berjumlah 1 orang, umur 50-55 Tahun 

berjumlah 2 orang dan umur 56-60 Tahun berjumlah 1 orang. 

3. Deskripsi Narasumber Menurut Tingkat Pendidikan 

 Berdasarkan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh narasumber, maka 

distribusinya dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu S1, dan SMA 

pada Tabel 4.3 dibawah ini akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing 

kategori sebagai berikut: 

 



42 
 

 

 

Tabel 4.1.3 Deskripsi Narasumber Menurut Tingkat Pendidikan 

No Tingkat Pendidikan Frekuensi Persentase 

1 S1 2 50% 

2 SMA 2 50% 

 Jumlah 4 100% 

Sumber Data Wawancara Tahun 2020  

 Berdasarkan tabel 4.1.3 di atas dapat kita lihat bahwa mayoritas 

narasumber yang mengenyam tingkat pendidikan S1 sebanyak 2 orang dan SMA 

sebanyak 2 orang. 

Tabel 4.1.4 Deskripsi Narasumber Menurut Pekerjaan 

No Tingkat Pekerjaan Frekuensi Persentase 

1 Pegawai Negeri Sipil 1 25% 

2 Wirausaha 3 75% 

 Jumlah 4 100% 

Sumber Data Wawancara Tahun 2020  

 Berdasarkan tabel 4.1.1 di atas dapat kita lihat bahwa mayoritas 

narasumber yang tingkat pekerjaan Pegawai Negeri Sipil berjumlah 1 orang dan 

tingkat pekerjaan wirausaha berjumlah 3 orang. 
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4.2 Deskripsi Hasil Wawancara 

 Wawancara adalah proses tanya jawab yang dilakukan seseorang kepada 

informan untuk dimintai keterangan atau informasi yang dibutuhkan untuk tujuan 

tertentu. Kedudukan yang diwawancarai adalah sumber informasi, sedangkan 

pewawancara adalah penggali informasi. Dalam prakteknya ada beberapa jenis 

wawancara individual dimana wawancara yang dilakukan dengan menggunakan 

pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya dan terstruktur. 

 Berikut ini adalah penyajian data-data yang diperoleh melalui metode 

wawancara dengan informan penelitian. Adapun daftar pertanyaan dalam 

wawancara ini disesuaikan dengan permasalahan dalam penelitian dan guna 

menjawab fenomena yang tengah diteliti. Hasil penelitiannya sebagai berikut: 

4.2.1 Adanya tahapan dalam penyusunan program samsat keliling: 

 Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 11 Februari 2020, 

dengan Bapak Amirsyam, S.Sos, selaku KUPT di Kantor Samsat Kota Pinang. 

Tentang pertanyaan apa saja tahapan yang harus dilakukan dalam penyusunan 

program samsat keliling, beliau mengatakan dengan cara pertama yaitu 

mengidentifikasi visi, misi dan sasaran dari samsat UPT Kota Pinang, kedua 

mengidentifikasi kinerja dari pegawai, ketiga penyusunan proposal kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat dan yang keempat yaitu pelaksanaan program yang samsat 

keliling yang sudah disetujui oleh DPR. 

 Tentang pertanyaan apakah ada kendala yang dihadapi dalam tahapan 

penyusunan program samsat keliling, beliau mengatakan kendala yang dihadapi 
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adalah jaringan wifi yang tidak lancar. Tentang pertanyaan berapa lama waktu 

yang dibutuhkan untuk menyusun program samsat keliling, beliau mengatakan 

waktu yang dibutuhkan adalah 3 bulan. 

 Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 11 Februari 2020, 

dengan Bapak Felix Edison, SE, selaku masyarakat pengguna layanan samsat 

keliling di Sidodadi. Tentang pertanyaan apakah bapak mengetahui tahapan yang 

harus dilakukan dalam penyusunan program samsat keliling, beliau mengatakan 

mungkin tahapan yang dilakukan adalah pembuatan permohonan untuk 

melaksanakan samsat keliling hingga dengan membuat anggaran yang 

dibutuhkan. 

 Tentang pertanyaan apakah bapak mengetahui kendala yang dihadapi pihak 

samsat dalam tahapan penyusunan program samsat keliling, beliau mengatakan 

tidak tahu pasti tapi pasti mereka memiliki kendala. Tentang pertanyaan apakah 

bapak mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyusun program 

samsat keliling, beliau mengatakan mungkin waktu yang dibutuhkan dua bulan 

lamanya. 

 Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 11 Februari 2020, 

dengan Bapak Janur Marbun, selaku masyarakat pengguna layanan samsat 

keliling di Sidodadi. Tentang pertanyaan apakah bapak mengetahui tahapan yang 

harus dilakukan dalam penyusunan program samsat keliling, beliau mengatakan 

kalau tahapan mungkin dari penyusunan agenda sampai dengan anggaran ya. 

Tentang pertanyaan apakah bapak mengetahui kendala yang dihadapi pihak 
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samsat dalam tahapan penyusunan program samsat keliling, beliau mengatakan 

tidak tahu. Tentang pertanyaan apakah bapak mengetahui berapa lama waktu yang 

dibutuhkan untuk menyusun program samsat keliling, beliau mengatakan waktu 

yang dibutuhkan mungkin sekitar dua bulan. 

 Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 11 Februari 2020, 

dengan Ibu Rukmini, selaku masyarakat pengguna layanan samsat keliling di 

Sidodadi. Tentang pertanyaan apakah ibu mengetahui tahapan yang harus 

dilakukan dalam penyusunan program samsat keliling, beliau mengatakan tahapan 

yang dilakukan mungkin menyiapkan segala kebutuhan yang akan diperlukan 

untuk program samsat keliling, seperti membeli mobil yang akan digunakan untuk 

berkeliling. 

 Tentang pertanyaan apakah ibu mengetahui kendala yang dihadapi pihak 

samsat dalam tahapan penyusunan program samsat keliling, beliau mengatakan 

tidak tahu. Tentang pertanyaan apakah ibu mengetahui berapa lama waktu yang 

dibutuhkan untuk menyusun program samsat keliling, beliau mengatakan 

mungkin waktu yang dibutuhkan sekitar 6 bulan. 

4.2.2 Adanya kriteria kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor: 

 Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 11 Februari 2020, 

dengan Bapak Amirsyam, S.Sos, selaku KUPT di Kantor Samsat Kota Pinang. 

Tentang pertanyaan apakah wajib pajak selalu tepat waktu dalam membayar pajak 

kendaraan bermotor, beliau mengatakan hanya sedikit wajib pajak yang 

membayar pajaknya dengan tepat waktu.  
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 Tentang pertanyaan apa saja kriteria kepatuhan wajib pajak dalam membayar 

pajak kendaraan bermotor, beliau mengatakan kriteria kepatuhan wajib pajak 

dalam membayar pajak kendaraan bermotor adalah wajib pajak yang selalu tepat 

waktu dalam membayar pajaknya dan tidak pernah bermasalah dalam membayar 

pajak kendaraan bermotornya. Tentang pertanyaan  apakah ada wajib pajak yang 

selalu tepat waktu dalam membayar wajib pajaknya, beliau mengatakan ada tetapi 

hanyah 30% saja wajib pajak yang tepat waktu dalam membayar pajak.  

 Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 11 Februari 2020, 

dengan Bapak Felix Edison, SE, selaku masyarakat pengguna layanan samsat 

keliling di Sidodadi. Tentang pertanyaan apakah bapak selalu tepat waktu dalam 

membayar pajak kendaraan bermotor, beliau mengatakan ya, selalu tepat waktu 

dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. 

 Tentang pertanyaan apakah bapak mengetahui kriteria kepatuhan wajib pajak 

dalam membayar pajak kendaraan bermotor, beliau mengatakan kriteria 

kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor adalah selalu tepat waktu 

dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Tentang pertanyaan apakah 

menurut bapak ada wajib pajak yang selalu tepat waktu dalam membayar wajib 

pajaknya, beliau mengatakan pasti ada, tetapi jumlahnya hanya sedikit. 

 Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 11 Februari 2020, 

dengan Janur Marbun, selaku masyarakat penggunan layanan samsat keliling di 

Sidodadi. Tentang pertanyaan apakah bapak selalu tepat waktu dalam membayar 
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pajak kendaraan bermotor, beliau mengatakan selalu tepat waktu dalam 

membayar pajak kendaraan bermotornya. 

 Tentang pertanyaan apakah bapak mengetahui kriteria kepatuhan wajib pajak 

dalam membayar pajak kendaraan bermotor, beliau mengatakan kalau kriteria 

kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor pastinya selalu tepat waktu 

dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Tentang pertanyaan apakah 

menurut bapak ada wajib pajak yang selalu tepat waktu dalam membayar wajib 

pajaknya, beliau mengatakan sudah pasti ada. 

 Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 11 Februari 2020, 

dengan Ibu Rukmini, selaku masyarakat penggunan layanan samsat keliling di 

Sidodadi. Tentang pertanyaan apakah ibu selalu tepat waktu dalam membayar 

pajak kendaraan bermotor, beliau mengatakan terkadang ia membayar pajaknya 

dengan tepat waktu dan terkadang tidak tepat waktu. 

 Tentang pertanyaan apakah ibu mengetahui kriteria kepatuhan wajib pajak 

dalam membayar pajak kendaraan bermotor, beliau mengatakan kriteria 

kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor adalah tepat waktu dalam 

membayar pajak kendaraan bermotornya. Tentang pertanyaan apakah menurut ibu 

ada wajib pajak yang selalu tepat waktu dalam membayar wajib pajaknya, beliau 

mengatakan jelas ada.  

4.2.3 Adanya ukuran yang jelas dalam efektivitas program samsat keliling 

 Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 11 Februari 2020, 

dengan Bapak Amirsyam, S.Sos, selaku KUPT di Kantor Samsat Kota Pinang. 
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Tentang pertanyaan apakah kepatuhan masyarakat sudah terlaksana dalam 

program samsat keliling, beliau mengatakan masih belum terlaksana sepenuhnya 

dikarenakan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor 

sangat rendah. 

 Tentang pertanyaan apakah dengan adanya pengawasan dapat membuat 

pelayanan samsat keliling menjadi lebih baik, beliau mengatakan tentunya iya 

dikarenakan salah satu tujuan diadakannya pengawasan adalah untuk membuat 

pelayanan menjadi lebih baik. Tentang pertanyaan bagaimana cara 

mensosialisaikan program samsat keliling kepada masyarakat, beliau mengatakan 

cara mensosialisasikan program samsat keliling kepada masyarakat adalah dengan 

cara memberitahu lewat radio dan juga koran. 

 Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 11 Februari 2020, 

dengan Bapak Felix Edison, SE, selaku masyarakat pengguna layanan samsat 

keliling di Sidodadi. Tentang pertanyaan apakah kepatuhan bapak dalam 

membayar pajak kendaraan bermotor sudah terlaksana dalam program samsat 

keliling ini, beliau mengatakan ya, karena dengan adanya program samsat keliling 

dapat memudahkan saya dalam membayar pajak tanpa harus datang ke kantor 

samsat. 

 Tentang pertanyaan apakah bapak mengetahui adanya pengawasan dalam 

pelayanan samsat keliling di Sidodadi, beliau mengatakan ya, ada polisi yang 

selalu mengawasi selama proses pelayanan berlangsung. Tentang pertanyaan 
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bagaimana bapak mengetahui program samsat keliling di Sidodadi ini, beliau 

mengatakan pernah membaca program samsat keliling ini lewat koran. 

 Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 11 Februari 2020, 

dengan Bapak Janur Marbun selaku masyarakat pengguna layanan samsat keliling 

di Sidodadi. Tentang pertanyaan apakah kepatuhan bapak dalam membayar pajak 

kendaraan bermotor sudah terlaksana dalam program samsat keliling, beliau 

mengatakan kalau terlasananya sudah pasti iya karena tidak harus datang ke 

kantor samsat yang berada jauh dari tempat beliau tinggal. 

 Tentang pertanyaan apakah bapak mengetahui adanya pengawasan dalam 

pelayanan samsat keliling di Sidodadi, beliau mengatakan saya mengetahuinya, 

saya pernah melihat ada polisi yang mengawasi proses berjalannya pembayaran 

pajak . Tentang pertanyaan bagaimana bapak mengetahui program samsat keliling 

di Sidodadi ini, beliau mengatakan pernah mendengarnya lewat radio. 

 Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 11 Februari 2020, 

dengan Ibu Rukmini selaku masyarakat pengguna layanan samsat keliling di 

Sidodadi. Tentang pertanyaan apakah kepatuhan ibu dalam membayar pajak 

kendaraan bermotor sudah terlaksana dalam program samsat keliling, beliau 

mengatakan ya karena jadwal keliling yang dilakukan samsat tidak sama dengan 

jadwal kerjanya. 

 Tentang pertanyaan apakah ibu mengetahui adanya pengawasan dalam 

pelayanan samsat keliling di Sidodadi, beliau mengatakan ya karena ia selalu 

melihat ada polisi yang selalu mengawasi. Tentang pertanyaan pertanyaan 
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bagaimana ibu mengetahui program samsat keliling di Sidodadi ini, beliau 

mengatakan ia mengetahui program samsat keliling ini melalui koran. 

 

4.2.4 Adanya objek pajak kendaraan bermotor 

 Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 11 Februari 2020, 

dengan Bapak Amirsyam, S.Sos, selaku KUPT di Kantor Samsat Kota Pinang. 

Tentang pertanyaan apa saja objek pajak kendaraan bermotor, beliau mengatakan 

objek dari pajak kendaraan bermotor adalah penguasaan kendaraan bermotor. 

Tentang pertanyaan apakah ada objek yang dikecualikan dalam pajak kendaraan 

bermotor, beliau mengatakan ada. Tentang pertanyaan apa saja objek yang 

dikecualikan dalam pajak kendaraan bermotor, beliau mengatakan seperti kereta 

api, kendaraan bermotor yang dimiliki kedutaan , konsulat dan perwakilan negara 

asing, serta kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan pertahanan dan 

keamanan. 

 Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 11 Februari 2020, 

dengan Bapak Felix Edison, SE, selaku masyarakat pengguna layanan samsat 

keliling di Sidodadi. Tentang pertanyaan apakah bapak mengetahui objek pajak 

kendaraan bermotor, beliau mengatakan objek dari pajak kendaraan bermotor 

adalah motor, mobil dan truk. Tentang pertanyaan apakah bapak mengetahui 

adanya objek yang dikecualikan dalam pajak kendaraan bermotor, beliau 

mengatakan ya. Tentang pertanyaan bapak mengetahui objek yang dikecualikan 
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dalam pajak kendaraan bermotor, beliau mengatakan objek yang dikecualikan 

sepengetahuan beliau adalah kereta api. 

 Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 11 Februari 2020, 

dengan Bapak Janur Marbun, selaku masyarakat pengguna layanan samsat 

keliling di Sidodadi. Tentang pertanyaan bapak mengetahui objek pajak 

kendaraan bermotor, beliau mengatakan objek dari pajak kendaraan bermotor 

adalah motor, mobil, truk dan becak. Tentang pertanyaan apakah bapak 

mengetahui adanya objek yang dikecualikan dalam pajak kendaraan bermotor, 

beliau mengatakan ya. Tentang pertanyaan bapak mengetahui objek yang 

dikecualikan dalam pajak kendaraan bermotor, beliau mengatakan objek yang 

dikecualikan adalah kendaraan yang digunakan oleh para tentara dan polisi dalam 

bertugas. 

 Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 11 Februari 2020, 

dengan Ibu Rukmini, selaku masyarakat pengguna layanan samsat keliling di 

Sidodadi. Tentang pertanyaan ibu mengetahui objek pajak kendaraan bermotor, 

beliau mengatakan objek dari pajak kendaraan bermotor adalah motor, mobil dan 

becak. Tentang pertanyaan apakah ibu mengetahui adanya objek yang 

dikecualikan dalam pajak kendaraan bermotor, beliau mengatakan ya. Tentang 

pertanyaan apakah ibu mengetahui objek yang dikecualikan dalam pajak 

kendaraan bermotor, beliau mengatakan objek yang dikecualikan adalah kereta 

api. 
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4.3 Pembahasan 

 Pada sub bab ini, dari hasil penyajian data yang akan dianalisis dengan tetap 

mengacu kepada hasil interpretasi data tersebut sesuai dengan fokus kajian dalam 

penelitian. Dari seluruh data yang disajikan secara menyeluruh yang diperoleh 

selama penelitian, baik dengan melakukan wawancara kepada informan penelitian 

yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dijawab yakni tentang efektivitas 

program samsat keliling dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak 

kendaraan bermotor di UPT Kota Pinang. Berdasarkan hal tersebut penulis 

melakukan analisa berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan. 

 

4.3.1 Adanya tahapan dalam penyusunan program samsat keliling 

 Berdasarkan hasil wawancara tentang adanya tahapan dalam penyusunan 

program samsat keliling di UPT Kota Pinang yang mengatakan bahwa 

pelaksanaan program samsat keliling yang dilakukan oleh Samsat UPT Kota 

Pinang sudah berjalan sesuai dengan tahapannya, mulai dari identifikasi visi, misi 

dan sasaran hinga sampai pelaksanaan program samsat keliling berjalan. Kendala 

yang dihadapi dalam tahapan penyusunan program samsat keliling juga hanya 

masalah jaringan yang tidak lancar. Waktu yang dibutuhkan dalam menyusun 

program samsat keliling juga sebentar. 

 Narasumber lain mengatakan bahwa tahapan yang dilakukan oleh Samsat UPT 

Kota Pinang sudah berjalan sesuai dengan tahapannya, mulai dari pembuatan 

permohonan untuk melaksanakan program samsat keliling hingga membuat 
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anggaran yang akan dibutuhkan. Selain itu juga memiliki kendala dalam 

menyusun program samsat keliling. Perkiraan waktu yang dibutuhkan dalam 

menyusun program samsat keliling ini hanya sekitar dua bulan lamanya. 

 Narasumber lain mengatakan bahwa tahapan yang dilakukan oleh Samsat UPT 

Kota Pinang sudah berjalan sesuai dengan tahapannya, mulai dari penyusunan 

agenda sampai dengan anggaran. Tidak diketahui secara pasti apa saja kendala 

yang dihadapi oleh Samsat UPT Kota Pinang dalam tahapan penyusunan program 

samsat keliling. 

 Narasumber lain mengatakan bahwa tahapan yang dilakukan oleh Samsat UPT 

Kota Pinang sudah berjalan sesuai dengan tahapannya, seperti mempesiapkan 

kendaraan yang diperlukan untuk berkeliling.  Tidak diketahui secara jelas apa 

saja kendala yang dihadapi oleh samsat UPT Kota Pinang dalam tahapan 

penyusunan program samsat keliling. 

 Beberapa pernyataan tersebut apabila dibandingkan teori tahapan penyusunan 

program kerja. Tahapan penyusunan program kerja menurut Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional  yaitu 

pertama, identifikasi visi, misi dan sasaran strategis kementrian/lembaga; kedua, 

identifikasi kinerja dan indikator kinerja; ketiga, penyusunan indikator kinerja 

program; keempat, penanaman program. 

 Berdasarkan hasil analisis yang telah di uraikan di atas bahwa antara hasil 

wawancara dan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, adanya tahapan dalam penyusunan 
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program samsat keliling dapat disimpulkan bahwa kantor samsat UPT Kota 

Pinang sudah menjalankan tahapan penyusunan program samsat keliling sesuai 

dengan benar. 

 

4.3.2 Adanya Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 

 Berdasarkan hasil wawancara tentang adanya kriteria kepatuhan wajib pajak 

kendaraan bermotor yang mengatakan bahwa hanya sedikit masyarakat yang 

patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Dari sekian banyaknya 

jumlah kendaraan bermotor yang ada di Labuhanbatu Selatan hanya 30% 

masyarakat yang patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotornya, 

sedangkan 70% masyarakat yang tidak patuh dalam membayar pajaknya, hal ini 

dikarenakan kesadaran dalam membayar pajak kendaraan bermotor sangat rendah. 

Padahal jika semua masyarakat di Labuhanbatu Selatan patuh dalam membayar 

pajak kendaraan bermotornya juga akan menambah Pendapatan Asli Daerah yang 

manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Samsat UPT Kota Pinang 

juga memiliki kriteria untuk menentukan kepatuhan masyarakat dalam membayar 

pajak kendaraan bermotornya. Selain itu juga masih terdapat masyarakat yang 

patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor. 

 Narasumber lain mengatakan bahwa ia selalu tepat waktu dalam membayar 

pajak kendaraan bermotornya. Selain itu terdapat kriteria untuk menentukan 

apakah masyarakt dapat dikatakan patuh dalam membayar pajak atau tidak dan 

masih ada wajib pajak yang patuh dalam membayar pajaknya. Narasumber lain 

mengatakan bahwa ia selalu tepat waktu dalam membayar pajak kendaraan 
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bermotornya. Selain itu juga memiliki kriteria untuk menentukan apakah 

masyarakat dapat digolongkan patuh dalam membayar pajaknya atau tidak dan 

juga masih ada masyarakat yang membayar pajak kendaraan bermotornya dengan 

tepat waktu. 

 Narasumber lain mengatakan bahwa ia hanya beberapa kali saja tepat waktu 

dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Selain itu juga memiliki kriteria 

untuk menentukan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan 

bermotornya dan juga masih terdapat masyarakat yang selalu tepat waktu dalam 

membayar pajak kendaraan bermotornya. 

 

 Beberapa pernyataan tersebut apabila dibandingkan dengan teori kriteria 

kepatuhan wajib pajak. Kriteria kepatuhan wajib pajak menurut Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 yaitu tepat waktu dalam menyampaikan surat 

pemberitahuan; tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, 

kecuali telah memiliki izin untuk mengangsur; laporan keuangan diaudit oleh 

akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat 

wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut; tidak pernah dipidana 

karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tanpa dalam jangka waktu 

lima tahun. 

 

 Berdasarkan hasil analisis yang telah di uraikan di atas antara hasil wawancara 

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012, adanya kriteria 
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kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat disimpulkan bahwa kriteria 

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang dimiliki oleh samsat UPT Kota 

Pinang sesuai dengan peraturan menteri keuangan nomor 74/PMK.03/2012. 

 

4.3.3 Adanya Ukuran yang Jelas  dalam Efektivitas Program Samsat Keliling 

 Berdasarkan hasil wawancara tentang adanya ukuran yang jelas dalam 

efektivitas program samsat keliling dari hasil wawancara yang mengatakan bahwa 

kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor sudah 

terlaksana dengan adanya program samsat keliling ini. Samsat UPT Kota Pinang 

juga melakukan pengawasan terhadap pelayanan samsat keliling dan sudah 

melakukan sosialisasi program samsat keliling ini kepada masyarakat melalui 

beberapa media yang sering digunakan oleh masyarakat. 

 Narasumber lain juga mengatakan bahwa kepatuhannya dalam membayar 

pajak kendaraan bermotornya sudah terlaksana dengan adanya program samsat 

keliling ini dikarena tidak perlu jauh-jauh lagi untuk membayar pajak kendaraan 

bermotornya. Dengan adanya pengawasan pastinya akan membuat pelayanan 

dalam membayar pajak kendaraan bermotor akan menjadi baik. Juga sudah 

terdapat sosialisasi yang dilakukan pihak samsat UPT Kota Pinang kepada 

masyarakat. 

 Narasumber lain juga mengatakan bahwa ia selalu patuh dalam membayar 

pajak kendaraan bermotornya. Dengan adanya pengawasan akan membuat 

pelayanan menjadi lebih baik dan juga terdapat sosialisai yang dilakukan pihak 
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samsat kepada masyarakat. Narasumber lain mengatakan bahwa ia selalu tepat 

waktu dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Dengan adanya 

pengawasan akan mebuat pelayanan menjadi lebih baik dan juga terdapat 

sosialisasi yang dilakukan pihak samsat kepada masyarakat. 

 Beberapa pernyataan tersebut apabila dibandingkan dengan  teori ukuran 

efektivitas program. Ukuran efektivitas program menurut Budiani (2007:53) yaitu 

a) ketetapan sasaran program, yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan 

sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya; b) sosialisasi program, yaitu 

kemampuan penyelenggara program dalam melakuan sosialisasi program 

sehingga mengenai pelaksanan program dapat tersampaikan kepada masyarakat 

pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya; c) pencapaian 

tujuan program, yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program 

dengan tujuan program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya 

program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. 

 Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan diatas bahwa antara hasil 

wawancara dan dikaitkan dengan teori Budiani (2007:53), adanya ukuran 

efektivitas program dapat diambil kesimpulan bahwa kantor samsat UPT Kota 

Pinang memiliki ukuran yang jelas dalam efektivitas program samsat keliling. 

4.3.4 Adanya Objek Pajak Kendaraan Bemotor 

 Berdasarkan hasil wawancara tentang adanya objek pajak kendaraan bermotor 

dari hasil wawancara yang mengatakan bahwa objek dari pajak kendaraan 

bermotor adalah sesuai dengan penguasaan kendaraan bermotor yang dimiliki. 
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Terdapat beberapa objek yang dikecualikan dalam pembayaran pajak kendaraan 

bermotor. Objek yang dikecualikan sesuai dengan ketetapan pemerintah Sumatera 

Utara. 

 Narasumber lain mengatakan objek dari pajak kendaraan bermotor adalah 

sesuai dengan penguasaan kendaraan bermotor seperti mobil dan motor. Terdapat 

objek yang dikecualikan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Objek 

yang dikecualikan seperti kereta api. Narasumber lain mengatakan objek dari 

pajak kendaraan bermotor seperti mobil, motor, truk dan becak. Terdapat 

beberapa objek yang dikecualikan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. 

Objek yang dikecualikan seperti kendaraan yang digunakan oleh petugas 

keamanan negara. Narasumber lain mengatakan objek dari pajak kendaraan 

bermotor seperti motor, mobil dan becak dan juga terdapat beberapa objek yang 

dikecualikan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Objek yang 

dikecualikan tersebut seperti kereta api. 

 Beberapa pernyataan tersebut apabila dibandingkan dengan teori pajak 

kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor menurut Djafar (2011:51) adalah 

pajak yang bersifat objektif, bergantung pada objek yang dikenakan pajak dalam 

kepemilikan atau penguasaan wajib pajak. 

 Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan diatas bahwa dari hasil 

wawancara dan dikaitkan dengan teori Djafar (2011:51), adanya objek pajak 

kendaraan bermotor dapat diambil kesimpulan bahwa kantor samsat UPT Kota 
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Pinang memiliki objek pajak kendaraan bermotor sesuai dengan yang ditetapkan 

oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan penyajian data dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan 

bahwa Program Samsat Keliling dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib 

Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Kota Pinang sudah berjalan dengan efektif. 

Kantor Samsat UPT Kota Pinang sudah melakukan tahapan penyusunan program 

samsat keliling dengan cepat dan baik. Dibuktikan dengan sedikitnya hambatan 

yang dihadapi oleh pihak samsat dalam menyusun program samsat keliling. 

 Kantor Samsat UPT Kota Pinang memiliki kriteria kepatuhan wajib pajak 

kendaraan bermotor. Hal ini dapat dilihat dari  kriteria kepatuhan wajib pajak 

kendaraan bermotor sesuai dengan Peraturan Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012. 

Kantor Samsat UPT Kota Pinang memiliki ukuran yang jelas dalam efektivitas 

program samsat keliling, dapat dilihat dari adanya pengawasan dalam pelayanan 

samsat keliling dan pelaksanaan program samsat keliling sudah berjalan dengan 

tujuan yang ditentukan sebelumnya. Kantor Samsat UPT Kota Pinang memiliki 

objek pajak kendaraan bermotor sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah 

Provinsi Sumatera Utara. 
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5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh tentang efektivitas program samsat 

keliling dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor 

di UPT Kota Pinang. Maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut: 

a. Kantor Samsat UPT Kota Pinang harus lebih meningkatkan jaringan di kantor 

agar lebih mudah dalam melakukan tahapan penyusunan program yang akan 

direncakan kedepannya. 

b. Kantor Samsat UPT Kota Pinang harus mengapresiasi beberapa masyarakat 

yang patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotornya agar semakin 

banyak masyarakat yang patuh dalam membayar pajak kendaraan 

bermotornya. 

c. Kantor Samsat UPT Kota Pinang harus lebih banyak lagi mensosialisasikan 

program samsat keliling ini kepada masyarakat agar ukuran dalam efektivitas 

program samsat keliling dapat terlaksana dengan baik. 

d. Kantor Samsat UPT Kota Pinang harus memberi sanksi yang tegas agar tidak 

ada lagi masyarakat yang telat membayar pajak kendaraan bermotornya. 
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DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA 

Judul: Efektivitas Program Samsat Keliling Dalam Rangka Meningkatkan 

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di UPT Kota Pinang 

 A. Pihak Samsat UPT Kota Pinang 

Nama : Amirsyam. S,Sos 

Usia : 58 Tahun 

Jabatan: KUPT 

1. Adanya tahapan dalam penyusunan program samsat keliling: 

a. Apa saja tahapan yang harus dilakukan dalam penyusunan program 

samsat keliling? 

Jawab : cara pertama yaitu mengidentifikasi visi, misi dan sasaran dari 

samsat UPT Kota Pinang, kedua mengidentifikasi kinerja dari pegawai, 

ketiga penyusunan proposal kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan yang 

keempat yaitu pelaksanaan program yang samsat keliling yang sudah 

disetujui oleh DPR. 

b. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam tahapan penyusunan program 

samsat keliling? 

Jawab : kendala yang dihadapi adalah jaringan wifi yang tidak lancer. 

c. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyusun program samsat 

keliling? 



 
 

 

 

Jawab: waktu yang dibutuhkan adalah 3 bulan. 

2. Adanya kriteria kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor: 

a. Apakah wajib pajak selalu tepat waktu dalam membayar pajak kendaraan 

bermotornya? 

Jawab: hanya sedikit wajib pajak yang membayar pajaknya dengan tepat 

waktu. 

b. Apa saja kriteria kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan 

bermotor? 

Jawab: wajib pajak yang selalu tepat waktu dalam membayar pajaknya dan 

tidak pernah bermasalah dalam membayar pajak kendaraan bermotor. 

c. Apakah ada wajib pajak yang selalu tepat waktu dalam membayar wajib 

pajaknya? 

Jawab: ada 

3. Adanya ukuran yang jelas dalam efektivitas program samsat keliling: 

a. Apakah tujuan diadakannya program samsat keliling? 

Jawab: masih belum terlaksana sepenuhnya 

b. Apakah pelaksanaan program samsat keliling sudah berjalan sesuai dengan 

tujuan yang telah ditentukan sebelumnya? 

Jawab: tentunya iya 

c. Apakah dengan adanya pengawasan dapat membuat pelayanan samsat 

keliling menjadi baik? 

Jawab: memberitahu lewat radio dan juga koran 



 
 

 

 

4. Adanya objek pajak kendaraan bermotor: 

a. Apa saja objek dari pajak kendaraan bermotor? 

Jawab: penguasaan kendaraan bermotor 

b. Apakah ada objek yang dikecualikan dalam pajak kendaraan bermotor? 

Jawab: ada 

c. Apa saja objek yang dikecualikan dalam pajak kendaraan bermotor? 

Jawab: kereta api, kendaraan bermotor yang dimiliki kedutaan , konsulat 

dan perwakilan negara asing, serta kendaraan bermotor yang digunakan 

untuk keperluan pertahanan dan keamanan. 

 

  



 
 

 

 

Judul: Efektivitas Program Samsat Keliling Dalam Rangka Meningkatkan 

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di UPT Kota Pinang 

 A. Masyarakat Pembayar Pajak 

Nama : Felix Edison. S.E 

Usia : 48 Tahun 

Jabatan: Masyarakat 

1. Adanya tahapan dalam penyusunan program samsat keliling: 

a. Apa bapak mengetahui tahapan yang harus dilakukan dalam penyusunan 

program samsat keliling? 

Jawab: pembuatan permohonan untuk melaksanakan samsat keliling 

hingga dengan membuat anggaran yang dibutuhkan. 

b. Apakah bapak mengetahui kendala yang dihadapi dalam tahapan 

penyusunan program samsat keliling? 

     Jawab: tidak tahu pasti tapi pasti mereka memiliki kendala 

c. Apakah bapak mengetahui waktu yang dibutuhkan untuk menyusun 

program samsat keliling? 

Jawab: dua bulan lamanya. 

2. Adanya kriteria kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor: 

a. Apakah bapak selalu tepat waktu dalam membayar pajak kendaraan 

bermotor? 



 
 

 

 

Jawab:ya. 

b. Apakah bapak mengetahui kriteria kepatuhan wajib pajak dalam membayar 

pajak kendaraan bermotor? 

Jawab: selalu tepat waktu dalam membayar pajak kendaraan bermotor. 

c. Apakah menurut bapak ada wajib pajak yang selalu tepat waktu dalam 

membayar wajib pajaknya? 

Jawab: pasti ada 

3. Adanya ukuran yang jelas dalam efektivitas program samsat keliling: 

a. Apakah kepatuhan bapak dalam membayar pajak kendaraan bermotor 

sudah terlaksana dalam program samsat keliling? 

Jawab: ya 

b. Apakah bapak mengetahui adanya pengawasan dalam pelayanan samsat 

keliling di Sidodadi? 

Jawab: ya 

c. Bagaimana bapak mengetahui program samsat keliling di Sidodadi? 

Jawab: pernah membaca program samsat keliling ini lewat koran 

4. Adanya objek pajak kendaraan bermotor: 

a. Apakah bapak mengetahui objek pajak kendaraan bermotor? 



 
 

 

 

Jawab: motor, mobil dan truk 

b. Apakah bapak mengetahui adanya objek yang dikecualikan dalam pajak 

kendaraan bermotor? 

Jawab: ya 

c. Apakah bapak mengetahui objek yang dikecualikan dalam pajak kendaraan 

bermotor? 

Jawab: yang saya ketahui hanya kereta api 

  



 
 

 

 

 

Judul: Efektivitas Program Samsat Keliling Dalam Rangka Meningkatkan 

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di UPT Kota Pinang 

 A. Masyarakat Pembayar Pajak 

Nama : Janur Marbun 

Usia : 50 Tahun 

Jabatan: Masyarakat 

1. Adanya tahapan dalam penyusunan program samsat keliling: 

a. Apa bapak mengetahui tahapan yang harus dilakukan dalam penyusunan 

program samsat keliling? 

Jawab: mungkin dari penyusunan agenda sampai dengan anggaran. 

b. Apakah bapak mengetahui kendala yang dihadapi dalam tahapan 

penyusunan program samsat keliling? 

Jawab: tidak tahu 

c. Apakah bapak mengetahui waktu yang dibutuhkan untuk menyusun 

program samsat keliling? 

Jawab: sekitar dua bulan. 

2. Adanya kriteria kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor: 

a. Apakah bapak selalu tepat waktu dalam membayar pajak kendaraan 

bermotor? 



 
 

 

 

Jawab: selalu tepat waktu. 

b. Apakah bapak mengetahui kriteria kepatuhan wajib pajak dalam membayar 

pajak kendaraan bermotor? 

Jawab: pastinya selalu tepat waktu dalam membayar pajak kendaraan 

bermotornya. 

c. Apakah menurut bapak ada wajib pajak yang selalu tepat waktu dalam 

membayar wajib pajaknya? 

Jawab: pasti ada 

3. Adanya ukuran yang jelas dalam efektivitas program samsat keliling: 

a. Apakah kepatuhan bapak dalam membayar pajak kendaraan bermotor 

sudah terlaksana dalam program samsat keliling? 

Jawab: iya 

b. Apakah bapak mengetahui adanya pengawasan dalam pelayanan samsat 

keliling di Sidodadi? 

Jawab: saya mengetahuinya 

c. Bagaimana bapak mengetahui program samsat keliling di Sidodadi? 

Jawab: pernah mendengarnya lewat radio. 

 

 



 
 

 

 

4. Adanya objek pajak kendaraan bermotor: 

a. Apakah bapak mengetahui objek pajak kendaraan bermotor? 

Jawab: motor, mobil, truk dan becak 

b. Apa bapak mengetahui adanya objek yang dikecualikan dalam pajak 

kendaraan bermotor? 

Jawab: ya  

c. Apakah bapak mengetahui objek yang dikecualikan dalam pajak kendaraan? 

Jawab: kendaraan yang digunakan oleh para tentara dan polisi dalam 

bertugas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Judul: Efektivitas Program Samsat Keliling Dalam Rangka Meningkatkan 

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di UPT Kota Pinang 

 A. Masyarakat Pembayar Pajak 

Nama : Rukmini 

Usia : 55 Tahun 

Jabatan: Masyarakat 

1. Adanya tahapan dalam penyusunan program samsat keliling: 

a. Apa ibu mengetahui tahapan yang harus dilakukan dalam penyusunan 

program samsat keliling? 

Jawab: mungkin menyiapkan segala kebutuhan yang akan diperlukan 

untuk program samsat keliling 

b. Apakah ibu mengetahui kendala yang dihadapi dalam tahapan penyusunan 

program samsat keliling? 

Jawab: tidak tahu 

c. Apakah ibu mengetahui lama waktu yang dibutuhkan untuk menyusun 

program samsat keliling? 

Jawab: 6 bulan 

2. Adanya kriteria kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor: 

a. Apakah ibu selalu tepat waktu dalam membayar pajak kendaraan 

bermotor? 



 
 

 

 

Jawab: terkadang ia, terkadang tidak 

b. Apakah ibu mengetahui kriteria kepatuhan wajib pajak dalam membayar 

pajak kendaraan bermotor? 

Jawab: tepat waktu dalam membayar pajak kendaraan bermotor 

c. Apakah menurut ibu ada wajib pajak yang selalu tepat waktu dalam 

membayar wajib pajak? 

Jawab: jelas ada 

3. Adanya ukuran yang jelas dalam efektivitas program samsat keliling: 

a. Apakah kepatuhan ibu dalam membayar pajak kendaraan bermotor sudah 

terlaksana dalam program samsat keliling? 

Jawab: ya 

b. Apakah ibu mengetahui adanya pengawasan dalam pelayanan samsat 

keliling di Sidodadi? 

Jawab: ya 

c. Bagaimana ibu mengetahui program samsat keliling di Sidodadi? 

Jawab: melalui koran 

4. Adanya objek pajak kendaraan bermotor: 

a. Apakah ibu mengetahui objek pajak kendaraan bermotor? 



 
 

 

 

Jawab: adalah motor, mobil dan becak. 

b. Apakah ibu mengetahui adanya objek yang dikecualikan dalam pajak 

kendaraan bermotor? 

Jawab: ya 

c. Apakah ibu mengetahui objek yang dikecualikan dalam pajak kendaraan 

bermotor? 

Jawab: saya hanya mengetahui kereta api saja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

SURAT PERNYATAAN 

 

 Dengan ini saya JENNI PURNAMA LUBIS, NPM 160310006 

menyatakan dengan sesungguhnya: 

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk 

dilarang oleh undang-undang termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang 

lain dengan sesuatu, atau memplagiat, menciplak dan mengambil karya 

orang lain adalah tindak kejahatan yang harus dihukum menurut undang-

undang berlaku. 

2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya tulisan saya sendiri, bukan karya 

orang lain, atau kerja plagiat, ciplakan dari karya orang lain. 

3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan 

untuk memperoleh kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang 

pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernaha 

ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 

dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka. 

 

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia 

tanpa mengajukan banding menerima sanksi berupa: 

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai ujian saya di batalkan. 

2. Pencabutan kembali gelar sarjana yang telah saya peroleh, serta 

pembatalan dan penarikan pemberian ijazah dan transkip nilai yang telah 

saya terima. 

 

 

 

Medan, 14 Juni 2020 
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